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Pada bulan November 1983 Proyek Industrial Estate Pusat Departemen Perindustrian (Pl EP-Depperind)
mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan --
Universitas Padjadjaran (PPSL-UNPAD) mengena Studi Kelayakan Kawasan Industri Cirebon. Tujuan dari
studi kelayakan tersebut adalah untuk menentukan lokasi yang paling tepat bagi suatu kawasan industri di
Cirebon.

Karena pembangunan suatu kawasaii industri di suatu daerah akan mempunyai dampak penting terhadap
lingkungan di daerah tersebut maka sesuai dengan ketentuan UU No. 4/ 1982 tentang K etentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana pembangunan kawasan industri tersebut harus dilengkapi
dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Andal). Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Andal dikatakan bahwa Andal merupakan komponen dari studi kelayakan. Dengan demikian suatu studi
kelayakan akan meliputi komponen analisis teknis, analisis ekonomis dan analisis dampak lingkungan.
Karena peraturan pemerintah tentang Andal ini masih berupa rancangan maka ketentuan tentang Andal
tersebut pelaksanaannya belum dapat dipaksakan.

Dengan dibentuknya L embaga Penelitian di lingkungan Universitas Padjadjaran, yaitu berdasarkan
Keputusan Mendikbud No. 0133/0/1983, maka segala kegiatan penelitian, baik yang berasal dari pemerintah
maupun yang berasal dari swasta, dikelola dan dilaksanakan melalui "satu pintu”, yaitu LP-UNPAD. Bahwa
di dalamnya ada Pusat-pusat Penelitian yang mengerjakan kegiatan penelitian tersebut pihak bouwheer tidak
perlu tahu, sebab tanggung jawab ataspel aksanaan kegiatan penelitian tersebut ada pada LP-UNPAD.

Oleh karena KUHPerd pada hakekatnya hanya merupakan suatu aanvullendrecht maka syarat-syarat sahnya
suatu perjanjian seperti tersebut dalam pasal 1320 tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya syarat yang
bersifat limitatif. Dalam tata kehidupan pemerintahan, para pihak selain harus memenuhi syarat kecakapan
sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerd juga harus memenuhi syarat kecakapan yang disebabkan
oleh faktor batas-batas kewenangan yang dimilikinya berkenaan dengan jabatan tertentu yang dijabatnya.

Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa istilah pemborongan dalam Keppres 14A/1980 sebenarnya.kurang
tepat sebab istilah tersebut tidak mencakup pekerjaan-pekerjaan yang tidak menciptakan sesuatu, seperti
pekerjaan melakukan penelitian.

Meskipun perjanjian kerjasama antara PIEP-Depperind dengan PPSL-UNPAD merupakan perjanjian dalam
bidang hukum perdata, namun beberapa ketentuan hukum publik tetap ada di dalamnya, misalnya
ketentuan/klausula mengenai pengawasan dan klausula mengenai sangsi.
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